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BUPATI SITUBONDO,

balwa apar Pengadaun Barang/Jasa Pemcrintah yang dibiayai dengan
Angearan Pendapatan dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan
Belanja Dacrah (APRN/APBD) dupsl dJdidakssnakan denpan efckil
efisien, lerbuka dan kompetitif sanpal diperlukan bagi ketersediaan
Barang/Jasa yang lerjangkau dan berkualilus, sehingyga akan berdampak
pada peningkatan pelayanan publik ;

buliwwa puna melaksanakan ketentvan Pasal 14 Peraturan Presiden
Republik Tndonesia  Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan
Barangs)asa Pemerintah tentang M'engadaan Harang/Jasa ;

bahwa gupa maksud schagaimana tersebut huruf a dan b Konsideran ini,
dipandang petlu menetapkan Pemkbentokan Unit layanan Pengadaan
(ULPY Barang/Jass Pemerintah Kabupawen Situbondo dengan Peraturan
Bupati

Undung-Undang Nomeor 12 Tahun 1950 wentung Pembenmkan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam [ingkungan Propinsi Jawa Tinur { Lembaran
Megara Republik I[ndonesia Tahun 1550 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Nepara Repmblik Indonesia Nomor 9 dan Berita Nogara
Republik Indoncsia Tahun 1930 Nomaor 41 ),

Undanp-Urlung Momor 28 Tahun 1949 entang Penyelenggaraan Iegara
vang, Bersih  dan  DBebas  dari  Korepsi, Kolusi  dan  Nepalisme
(Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

Undang-tndang Numox 10 Tabuo 2004 fentang Tembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lambaran Megara Republik Tndenesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia  Momor
43897 ;

Undang-Undaug Nomor 32 Takun 2004 tentang Pem¢rintahan Daerah
(Lembarun Newara Republik Indonesia Tahun 2004 Notmor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik ludonusia Nomer 4437) sebapaimana telah
diuhah dengan Undang-Undang Nomaer |2 Tahon 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan
Duerah (Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahmn 2008 Nomor 34,
Tambuhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomer 4844



Memperhatikan :

Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1972 tenlang Perubahan NMama
dan Tempar Kedudukan Pemerintah Daerah Papurukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Lahun 1972 Nomar 3%) :

6. Perarurant Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintabh  Dacrah
{Tembaran Negara Republik [ndoncsia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan T embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593 )

7. TPeraturap Pemerintah Nomor 3% Tatwn 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antarz Pemerintah, Pemcriotahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kahupalen/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor #2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomos 4737)

#. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20607 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran MNegara Republik Indomesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesii Nomor
4738} ;

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Tembaga Kebijukan
Pengadaan Barang/fasa Pemerintan

10. Peraturan Presiden ™omor 34 Tahun 2000 tenang Pengadaan
Barang/Jasa Pemarintah

11. Peraturan Daerah Kabupalen Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tealang
Ueusan Pemerinlah Daerah Kabuepalen Situbondo {[embaran Dacrab
Kabupaten Situbondo Tahun 20608 Nomor 2}

Poraturan Kepala [embaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa pemenntah
Nomor O0Z/PRTGKA/NIL2008 tentang Pedoman  Pembentukan  Unit
Layanan Pengadaan (L/LPy Barang/Jasa Pemnerintah

MEMUTLSKAN :

: PERATURAN BUPAT1T TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

LAYANAN PLENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDC

BAB1
KETENTUAN UML M
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupal int, vang dimaksud dengan

1. Daerah adaluh Kabupaten Silubondo.
2. Bupaii adalgh Bupan Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Hupati dan perangkal daerah sebagai unsure
penvelenggara perncerintah dagrah.

4. Lembaga  kebijakan Pengadaan  Dacang/Jasa  Pemerinlzh - vang
sclanjuinya discbut LKPP adalah lembaga Pemerintabh yang hertugas
mengembingkan dan ncrumuyskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nemor 106 Tabunm
2007 ientang 1embuga kebijakan Pengaduan BarangdTasa Pemerintal,

5. Pengadoan BarangTasa Pemerinlah yvamg sclagjutnya disebut dengan
Pengudaan Larang/Jasa adalah kepistan wmuk memperoleh BacangiJasa
oleh kementerian/LembagwSauan Kerja  Perangkal dacrah/lnsuwsi
lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sumpai
disclcsaikannya selutoh kagiatan unluk memperoleh Barang/Tasa.



10,

11,

12z

13.

14.

17,

(1)

(2)

Unit Lavanan Pengadaan vang sclanjutnya disebul ULP adaldh wmt
orpapisasi pemerintah  vang hertungsi melaksanakan Pengudaan
Barang/jusa di Kentor/Eenmbaga/Dinag/Instansi yang beesilat permanen,
Japat berdin sendiri atau melekat pada unir yanp sudah ada.

Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebul Pokja adalab Tim yang
terdiri atas Pejabat Fungsicnal Peopadaan vang berlindak sebagai
panitia pengadaan yang bertugus untuk mclaksanakan  pemilihan
penyedia barang/jass & dalam V1P

Layanan Pengadaan Secura Blekironik yang selanjetnya disebul LYSE
adalab unit kerja yang dibentuk unwk menyelengparakan syslem
pelayanan Pengudaan Barang/fasa secara elekloomk.

Pengguna Auggaran vang selunjutnys discbut PA adalah Pejubat
pemegang kewenuBgan ponggunaan anggaran APBN/APBD

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dischut PPK adulah
pejabat  yang  berlanggung  jawab  afas  pelaksumsun Penpadaan
BarangsJasa.

Pejabut Penpadaan adalah personel yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Rurang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Fasa.
Penyedia Barang')asa adalah badan usaha dlav orang perseorangan yang
menyedigken  Barang/Pekerjaan  Kontmksi/Jusa  Konsultansi/Jasa
[ainnya.

Pakta Tntegritas adalah surat pernyatwan yang berisi ikrar omtuk
mencegah dan 1idak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam
Pengaduun Burang/jasa.

Pckerjaan  Kontruksi adalah sclumub  pekerjaan  yang berhnbungan
dengun pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

Tasa Konsulansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan
keahlian terteniu dibcebagai bidang keilmuan yang mengularnakan
adanya olah piker (hrainware}.

. Jasa Lainmya adalah jasa vang memburtuhkan kemamptian lerteniu yang

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tate kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha uptuk menyelesaikan suato
pekerjaan afau segala pokerjaan atan  segala pekerjaan  danatan
penyediwan  jasa lainmya Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Kontruksi dun pengadaan Barang.

Sertifikat  Keahlisn Pengadaan  barang/Jasa  adalah  tands  hukb
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
dibidang Pengaduan Barangfasa,

BAB 11
PEMBENTUEKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Buputi ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Silubondo, dengan susunan unit layanan terdiri dar :

1. Kepala ULP
2. Kelompok Kerja Pengadaan, terdins atas
4. Kelompok - kelompok Kerja Pengadaan Barang
b. Kelompok - kelompok Kerja Pengadaan Kontruksl
¢. Kelompok - kelompok Kuga Penpadaan Jasa Kensultasi dan
Jusa lamnya
3. Sekretariat
Bagan Stuktur Unit Lavanan  Pengadaan (ULF3, sehagaimana
dimaksud pada ayat {1) tcrcantum dalam lampiran Peraluran Bupati
ini.
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(2)
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Kepala ULP sehagaimana dimaksud pada avat (1), bertanggung jawab
nnuk mamimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan
pcngadasn barangfjasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerinlah
Daerah kabopalen Situbonde,

Maging-masing Kclompok Kerja sebagaimani dimaksud pada ayat {1},
herada dibawah dan bertanggung jawab kepads Kepala ULP sesual
dengan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing.

Penetapan dan pembagian lugas pada setiap anggoly dalam Kelompok-
Kclompok Kerja scbagaimana dimaksod pada ayat (1) dilclapkan
dengan Keputusan Kepala Upit layanan Pengadaan (ULT) sesual
dengon kebutuban pada sehiap pengadaan barang / Jasa vang ukan
dilaksanakan.

Sekretarial sehagaimana dimaksud pada ayal (1), bertanggung juwab
kepada kepula ULP wuntuk membantu kelancaran pelaksanaan lugas
ULP.

Sekretariat sehagaimana dimaksud pada avat {1) dipimpin ateh
Sckretanis.

Pazal 3

Pemilihan Penyedia Barungfasa dalam ULP dilakokan uleh

Kelompok- kelompok Kerja.

Keanggotaan ULP Wagih diretapkan untuk

a. pengadaan RarangPekerjaan KontruksiJasa lainnya dengin nilai
diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus jurd rupish)

b. penpadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00
(lima pulub jutla rupiah}.

Kelompok - kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

dapat dibanin oleh tim alsu loaga ahli peberi penjelasan teknis

(aamwijizer)

Peawtupan tm atau lenags ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijizer)

scbapaimana dinmaksud pada ayst (3} dilclapkan oleb keputusan

Kepala Unit Lavanan Pengadaan.

Paxal 4

Pakel Pengadaan Barang/Pekerjuan  Kootroksif)asa lainnya  yung
bernilai paling Gnggr Ryp. 10000000000 {seratus juta rupiah) dupat
dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Paket Pengadaan lasa Konsultansi vang bernilal paling unggi Rp.
50.000.000,00 (lima puluh jula rupish) dapat dilaksanakan oleh ULP
atav 1 [satu) orang pejabal Pengaduan.

Pengadaan Langcung dilaksanakan olch 1 (satu) orang Pejabal
pengadaan.

Pejubal Pengadaan sebagaimona dimaksud pacla ayat (3) ditetapkan
aleh Kepala ULP.

BAN II
PERSY ARATAN PEMBENTUKAN

Pasal 5

Anpgota Kelompok - kelompok Kerja ULF/Pejakat pengadsan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
a, memiliki inteprilas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

fugas ;

b. memahami pekerjaan yang dkan diadakan ;



c. memahami jenis pekerjaan lertenty yang menjadi tugas UL Tejabat
Pengadaan vang bersangkutan ;

d. memahami isi dokumen, melode dan proscdur Pengadaan ;
lidak mempunyai hubungan keluargs dengan  Pejabat  yang
menetapkannya sebagai anggora UTPPejabat Pengadaan;

f  memiliki sertifikar keahlian Pengadasn barang/Jasa sesuai dengan
kompetonsi vang dipersyaratkan ; dan

e. menandatangani Pakta Inwegritas.

HAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

{13 Dalam melaksanakan tugas dun tanggung jawabnya Kepala ULF wajib
menctapkan prinsip-prinsip koordinaxi, intcerasi dan sinkronisasi
dalarn lingkungan ULP dan denpun SKPD terkail pada pelaksanaan
pengadaan barangyjasa tertenty.

(2} Setiap Pimpinan dalam Kclompok- Kelompok Kerja Peogadaan
bertangpungjawab  memimpin, mengkoardiner  dan  memberikan
bimbingan scrta petunjuk kepada anggotanya dalam pelaksanaan
kegiatan pengadaan barangijasa sesvai bidang lugasnya masing-
Mmasing.

(3) Setiap Pimpinan dan angpota dalam masing-masing Kelompok Kerja
Pengadaan sebapaimany dimaksud dalam ayat (2)  waib mengikuti
dan mematuhi pelaksanaan keglatan pngadaan batangfjass sesuui
dengan  peraturan  porundang-undangan  vang  berlaku,  serta
menyamapaikan laporan hasil pelaksanaan kegialan dimaksud secara
berkala dan iopat wakiu.

(4} Dalam menyampaikan laporan masing-masing kelompok  kerja
Pengadaan, selain menyampaikan laporan kepuda atasanitya, tembusan
laporan wajib disampaikan pula pada SKPD yang secara fungsional
murapuival hmbungan ketja.

(5) Sekretariat, scbagali unsur pelaksana yang bedanggung  jawab
membantu kelancaran pclaksanaan tugas ULP. sebagaimuna dimaksud
pada pasal 2 wajib menyispkan segala sesuatu yang berhabungan
dengan kepiatan ULP.

BAB YV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Unit Lavanan Pengadaan (ULP)Pcjabul Pengadaan merupakan Unit
Organisasi Pemerintah Daerab vang melekat pada Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah.

Pasal &

Unit Jayanan Pengadaan/Pejabal Pengsdaan mempunyai tugas pokok dan
kewenagan membantu  Pejabal  Fembuat  Komitmen  (PPK) - dalam
melaksanakan kegiatan Pengadasn Barangfasa di Eantor/Dinas! lnstansi
Pemerintah Daerall Kabupaten Situbondn

Pasal 9

Tugae pokok dan kewenangan Kepala Unit layanam Pengadaan (ULP),
sebagaimana  dimaksud  pada  pasal 2 adalsh  memimpin  dan
mengkoardinasikan semua bentuk kegiaran pengadiun barangfjasa vang
dilaksanakan di lingkungan Pemerintah kubupaten Sitnbondo.



Fusal 1)

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok- Kelompok ®ega Pengodaan,
scbagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi

menyusun rencana pernilihan Penyedia Barangflasa ;

menetapkan Dokumen Pengadaan ;

meoetapkin besaran nominal Jamingn Pengwaran ;

mengumumkan  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/asa di Websile

Kantor/Dimas/Instansi masing-rasing dan papan pengomuman resmi

untuk masyarakatl serta menyampaikan ke LPSE votuk divmumkan ;

e. menilai kualifikasi Penvedia barangiasa melalui prukualifikast dan
puscakualifikasi ;

. melakukan cvaduasi administrast, wkois, dan harga terhadap penawaran
yang masuk ;

g, mecmbusat laporan mengenat proses dan hasil pengadaan kepada Bopati

h. memberikan pertangpungjowabun atas pelaksanaan kepiatan pengadaan

barangy/jasa kcpa PA/KP A,

e o TF

Pasal 1]

Secara khusus tugas dun kewenangan Kelompok- Kelompok Kerja Liwit
layanan Penpada:m selain sebagaimana dimaksud pada pasal 9, meliputi

&,  menjawah sanggahan :
b. mengrapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) pelelanpan ataw  penanjukan langsung untuk pakel pengadaan
barang/pokerjaan  kanstruksijasa lainnya yang bernilai paling
tnggi Rp. 100000000000, 00 (seratus miliay rupial) ; ataw

b} scleksi ataw penumjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
komsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.  10LDO0.OC0.OU, U0
(sepuluh miliar ropizah).

¢ menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia BarangiTasa
kepada Pejabat Pembuat Kemitmen (FPK)
d.  menyimpan dekumnen asli pemiliban Penyedia BarangiJasa.

FPasal 12

Secara  khusus  lupss  dan  kewcuangan  Pejabat  Penpgadaan  selain
schapgaimana dimaksnd pada Pasal 9, meliputi

i menetupkan Penyedia Barang:/Jasa uniuk :

a}) penunjukan Lumgsung atau pengadaan langsung untek pakel
pengadaan barang/pekerjaan konstruksijasa luinnya yang bern iai
paling tinggi TUOLCHKL (KK, 00 (seratus juta nypiah) ; dan atau

b) pemunjuksn langsung atau pongadaan langsung untok paket
pengadaan jass konsultansi vang bemilai paling linggi Rp.
S0.000.000,00 {lima pulub juta rupiah);

b. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penvedia harangiJasa kepada
PAJKPA.

Pasal 13

Selain twgas pokok dan kewenangan Kelompok- Kelompok Kerja
LLP/Pejubat Peagadaan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 13,
dalum hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejobal Tengadaan dapat
mengusulkan kepada PTPK ©

a.  perubahan H¥S ; dan/atan
b, perubahan spesilikasi leknis pekorjaan,



Pasal 14

Sekielariat, sebagaimana dimaksnd pada Pasal 2, mempunyai Togas Pokok
dan kewenangan antara lain :

8. melaksanakan penpelolsan urcsan kesangan, kepegawaion, tata
persuratan, perlengkapan dan rumah langgg ;

h.  melaksanakan fungs kelatausahaan ;

¢.  menyediakan dan memelthara sarana dan prasarana kantor ;

d.  menyiapkan dokumen yang dibutuhkan olek Kelompok Kerja dalam
Pengadaan BarangTasa ;

¢, menyediakan dan mengelola system informasi yang digunekan dalam
pelaksanaan penpadaan barang/jasa

f.  mensosialisasikan kebijakun dan kegiatan pengadaan barang/jusa ;

g- menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakal ;

h. menenma dan mengkoordinasikap pengaduan dan sanggshan yang
disampaikan oleh masyarakat ;

i.  melakukan pemantauan dan evalyasi terhudap harga beli barang/jasa |
dao

J-  melekukan perencsnaan biavza dan ussha pengurangan  biuya
pengadaan.

BAB VI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belumn diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
pelaksapaanoya akan diatar lebib lanjut dengan Kepuiusan Bupai.

Pasal 16
Peratunin Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Apar setiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan peugundaiigan
Peraluran Bopati imi dengan  penempatannya dalam Berita  Duerah

Kubupaten Situbondo.
Ditetapkagn di Situbondo
pada tanpga []? JaN 267
IBLARTS), SH
Diundangkan di Sllubnndo .
pada tanggal § 7 J4Y 201

Frnbi)a
“Nip- 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 200 NOMOR G}



LAMPIRAN Peraturan Iﬁuaati Situb \

Tanggal JAN Zun
Nomar : 04 Tabun 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN SITURONDO
( KEPALA
SEKRETARIAT “
-
KELOMPOK-
KLLKII:-EhI%'{KPﬂKIE EALOMPOK- KELOMPOK KERJA
RJA
PENGADAAN KELOMPOK KER JA JASA
RARANG JASA KONTRUKSI EONSULTANSI
DAN JASA LAINNYA




